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PERATURAN EUPATI BEKASI
NOMOR 94 TAHUN 2016

TENTANG |
PENJABARZN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPAT.AN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BUPATI EEKASI,

bahwa memenuhi keter.tuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Bekasi Nomor® 7. Tahwun ~ 2016 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanj:. Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran
2016, perlu ditetapken Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

1. Undang-Undang Ncmor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Dasrah Kalwupaten Dalam Lingkungan Propinsi Diawa
Barat (Berita Nega'a Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1368 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Ncmor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Ur.dang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Penetapan Peratu-an Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik [adonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang N>mor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686), sebagaiamana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Pzksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 398"');

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan’ Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 'S5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385 1);

Undang-Undang Norror 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Koru»ssi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3354) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nom or 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nom.or 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor |34, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41£0);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Noraor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahiin Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Inilonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Re publik Indonesia Nomor 4400},

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pemojangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesic. Tahun 2004 Nomor 104, Tambzhan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

Undang-Undang Ncmor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Psmerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Ilepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Ncmor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dae-ah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 5C49j;

Undang-Undang Ncmor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Ir.donesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara R:publik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Ncmor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambithan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua ntas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2)15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lemb:ran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik |
Indonesia Nomor 309 3) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Fetujuh belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tehun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 123);

Peraturan Pemerintith Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028};

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokol:r dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20(4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiz. Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapakali diubal terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 20C7 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerinnah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Le mbaran
Negara Republik Inconesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 tenting Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 205 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum {Leinbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tamabahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintaih Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lemb:ran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambaian Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintith Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201)5 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Femerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Info:rmasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesie. Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Re¢ publik Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintih Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangen Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578};

Peraturan Pemerintali Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, .
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintali Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

Peraturan Pemerinta: Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran
Negara Republik Indcnesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintch Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Per erintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah “kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2007 Nomer 19,
Tambahan Lembarar. Negara Perublik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolean Uang Megara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20)7 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Ilomor 4738); :

Peraturan Pemerirtah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia “"ahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ind >nesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintith Nomor S Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2C09 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan I'emerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Pe-aturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pemerint:th Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (lLembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tumbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S151);

Peraturan Pemerintih Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155); '

Peraturan Pemerint.ah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (i.embaran Negara Republik Indénesia Tahun 2011

Nomor 59, Tambalian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor £219);
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Peraturan Pemerintaa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran llegara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintih Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia T:ihun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoaesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara*Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor «7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintalt Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undanji-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negira Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
S717);

Peraturan Presiden liomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Peme:intah sebagaimana telah beberapakali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembar:in Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5 Tambahai1 Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5655);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolain Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubal. terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tehun 2C11 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaant Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjavaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpin:n Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Serta

Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operssional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendipatan dan Belanja Dderah (Berita Negara
Republik Indonesia “‘ahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tehun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Calam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentanj; Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

g)aerah (Berita Negiwra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
41);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaa1 Investasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indo:iesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dzlam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar .\kuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Pada Pemerintah Dae-ah; ‘

Peraturan Menteri De¢lam Negeri Nomor 77 .Tahun 2014 tentang

Pedoman Tata Cara I'’enghitungan, Penganggaran Dalam APBD,
Dan Tertib Administ-asi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partat
Politik (Berita Negarii Republik Indonesi~ Tahun 2014 Nomor
1744);

Peraturan Menteri D:ilam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri D.damn Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 ten'ang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belinja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1893);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolain Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Daerah Habupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokol: Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bckasi Tahun 2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah [abupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Penerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Eekasi Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah ({abupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bekasi (lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun
2010 Nomeor 3);

Peraturan Daerah <(abupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Daeiah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2011 Nomor '}; .

Peraturan Daerah <{abupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupater Bekasi
Tahun 2011 Nomor ¢);

Peraturan Daerah <{abupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 'Bekasi Pada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 4};

Peraturan Daerah Xabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun 2016 Nomor '7);




51. Peraturan Bupati Bekzsi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Dacrah Kabipaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1}
sebagaimana telah diujah beberapa kali terakhir dengan Feraturan
Bupati Bekasi Nomor 22.A Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupeti Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016
Nomor 22.A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerzh Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah
Rp. 5.156.508.883.424,00 bertambah s:jumlah Rp. 309.558.630.503,00 sehingga
menjadi Rp. 5.466.067.513.927,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pendapatan Daerah ’
a. Semula Rp 4.256.954.646.138,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp 119.624.501.635,00
Jumlah setelah Perubahan ) Rp 4.385.579.147.773,00
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp 5.156.508.883.424,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 299.558.630.503,00
Jumlah setelah Perubahan Rp_5.456.067.513.927,00
Surplus/{Defisit) setelah Perubahan Rp (1,069.488.366.154,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan
1) Sermmula Rp £89.554.237.286,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp___189.934.128.868,00
Jumlah setelah Perubahan Rp 1.079.488.366.154,00
b. Pengeluaran
1) Semula . Rp -
2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.000.000.000,00
Jurmlah setelah Perubahan Rp 10.600.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp 1.069.488.366.154,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pusal 2

Peqjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

e §



Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalarn Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pisal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggz1 ditetapkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, mem :rintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berite Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
peda tanggal 19 Oktober 2016

4 BUPATI BEKASI
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